
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal 

strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan 

instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, 

dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua 

belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. 

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987,1992, 1997, 

1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala 

setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan 

rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. 
 
Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk 

menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan 

yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan 

melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. 

 

I.1 Kondisi Umum 

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak 

politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik 

(suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga 

negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi; 

kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi 

kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi 

oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu. 
 
Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi 

masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi 

substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam 

penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, 

proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan 

tingkat Kabupaten/Kota. 
 

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada 

sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang 



 

 

masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta 

yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran 

kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung 

serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta 

Demokrasi milenial. 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam 

manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan 

Sekolah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan stakeholder. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan 

oleh para pimpinan puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang 

lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya pada sebuah organisasi, pejabat tertinggi 

perlu membuat suatu perencanaan strategis yang dikoordinasikan dengan para 

pegawai untuk dijalankan bersama  demi mencapai tujuan yang diinginkan dari 

sebuah organisasi. 

Renstra sangat penting sehingga harus dirancang sendiri oleh masing-

masing organisasi dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang 

dimiliki, untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai 

dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) 

sehubungan dengan tugas dan fungsi KPU. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan 

perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan 

sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara 

sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan. 

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada 

arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-

2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 



 

 

197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Renstra Komisi Pemilihan Umum 

Tahun 2020-2024. 

Kedudukan Renstra adalah sebagai dokumen yang penting karena akan 

menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian 

Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang 

dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas 

kementerian/lembaga.  

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian 

Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra 

dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa 

bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada 

tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka 

ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing 

Kementerian/ Lembaga. 

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai 

penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur dan Walikota 

(Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah 

bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan 

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU 

Nomor 3 Tahun 2020.  

Renstra KPU Kota Pekanbaru 2020 - 2024 bertujuan untuk menjabarkan 

pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang 

bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang 

mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/ kegiatan yang 



 

 

ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020-

2024 serta selaras dengan prioritas nasional. 

Merujuk ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota beranggotakan 5 (lima) orang, dan 

pada ayat 9 mengatur masa tugas selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk 

mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dibentuk 

Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

 

 

Struktur KPU Kota Pekanbaru dijelaskan pada gambar 2.1. dibawah ini. 
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Gambar 2.1. Stuktur Anggota KPU Kota Pekanbaru 

 

Sedangkan pada Sekretariat KPU Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 1.2. 

dibawah ini : 

    ERWAN TAUFIQ     
    Sekretaris     
             
             

DODY SETIAWAN  KURNIA ARIANTO    
RIANTI 

AGUSTRIANI 
 ATIKA VERINA 

Kasubbag 
Keuangan, Umum 

dan Logistik 
  

Kasubbag Program 
dan Data 

    
Kasubbag Teknis 

Pemilu dan Hupmas 
  

Plt. Kasubbag 
Hukum 

                

Staf Fungsional Umum  Staf Fungsional Umum   Staf Fungsional Umum  Staf Fungsional Umum 

 

Gambar 2.2. Stuktur Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

 

 



 

 

I.2 Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta 

meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada 

lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota,  
Gubernur-Wakil  Gubernur,  Bupati-Wakil  Bupati,  serta  Wali Kota-Wakil Wali Kota, 
dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu 
dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, 
proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 
1945 (amandemen) mengamanatkan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat 

Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan 

Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional 

“Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta 

mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian 

hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. 
 

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” 

terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai: 
 

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan 

kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan 

Konstituen; 
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus 

diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik 

korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan; 
 

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, 

intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan 

persatuan dan kesatuan bangsa; dan 
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum 

terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, 

kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan 

penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan 

turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. 
 

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan 

“Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga 

indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties); 
2. Hak-Hak Politik (Political Rights); 
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy). 



 

 

 
Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, 

kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. 

Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan 

dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. 

Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) 

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran 

birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. 

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, 

adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa  sub-

indikator  “Indeks  Demokrasi  Indonesia”,  yakni  sebagai  berikut dibawah ini: 
 

1. Hak memilih dan dipilih: 
a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat; 
b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 

penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih; 
c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); 
d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang 

memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan 
e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi. 
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil: 
a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan 

Pemilu; dan 
b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 

 

  

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai 

melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun 

yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: 

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang mandiri, Profesional dan 

berintegritas “ 

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan 

transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. 



 

 

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, 

terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum. 

 

II.2 Misi Komisi Pemilihan Umum  

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan 

oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan 

Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden 

 
 
nomor 8,  “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya’’ 
dengan uraian sebagai berikut: 
 
1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman   

kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu. 
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, 

progresif, dan partisipatif. 
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, 

transparan, akuntabel, serta aksesibel. 
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan 

Pemilu Serentak. 
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak. 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku 

kepentingan. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan 

Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: 
 
1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan 

kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan 
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan. 
 
III.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum 

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka 

tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas; 
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; 

dan 
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 



 

 

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum 

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan 

dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : 

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum 

yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu: 
 
1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. 
 
Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak 

yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu  : 

 
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan 

masyarakat; dan 
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar 

Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi 

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 
 

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang 

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak 

dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.” 

 

A. Struktur Organisasi 

Merujuk ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota beranggotakan 5 

(lima) orang, dan pada ayat 9 mengatur masa tugas selama 5 (lima) tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada 

tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU 

Kabupaten/ Kota dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang dipimpin 

oleh seorang Sekretaris. 

 

 

 

 



 

 

Struktur KPU Kota Pekanbaru dijelaskan pada gambar 2.1. dibawah 

ini. 

   ANTON MERCIYANTO   
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Gambar 2.1. Stuktur Anggota KPU Kota Pekanbaru 

 

 Sedangkan pada Sekretariat KPU Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 

1.2. dibawah ini : 

    ERWAN TAUFIQ     
    Sekretaris     
             
             

DODY SETIAWAN  KURNIA ARIANTO    
RIANTI 

AGUSTRIANI 
 ATIKA VERINA 

Kasubbag 
Keuangan, Umum 

dan Logistik 
  

Kasubbag Program 
dan Data 

    
Kasubbag Teknis 

Pemilu dan Hupmas 
  

Plt. Kasubbag 
Hukum 

                

Staf Fungsional Umum  Staf Fungsional Umum   Staf Fungsional Umum  Staf Fungsional Umum 

 

Gambar 2.2. Stuktur Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban 

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) 

merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini 

bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur 

tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia 

telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan 

beragam konstelasi politik yang melingkupinya. 

 

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pekanbaru, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan 

Pemilihan Umum dan Pemilihan. KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana 



 

 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep 

birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. 

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi 

Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara 

konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan 

umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis 

tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban 

oleh Komisi Pemilihan Umum. 

 

Adapun tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam 

penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 

pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi : 

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 

PPK – PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi; 

e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; 

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 

dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang 

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; 



 

 

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai 

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota 

yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 

i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; 

j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

Disamping itu, pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menguraikan 

wewenang KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, antara lain : 

b. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota; 

c. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

d. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi 

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi 

suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 

e. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; 

f. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan 



 

 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan 

perundangundangan; dan 

g. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Adapun kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam 

penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 

pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi : 

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan 

kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan 

Arsip Nasional Republik Indonesia; 

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawaslu; 

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota; 



 

 

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 

l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan 

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

 

Merujuk Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, KPU Kota Pekanbaru 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a. Merencanakan program dan anggaran; 

b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau 

KPU Provinsi; 

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya; 



 

 

f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU 

dan/atau KPU Provinsi; 

g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

terakhir : 

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih; 

i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU 

Provinsi; 

j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah 

memenuhi persyaratan; 

k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di 

wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 

l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan 

Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita 

acaranya; 



 

 

o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan 

kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; 

q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 

t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; 

u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD 

kabupaten/Kota; dan 

v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, KPU Kota Pekanbaru 

berkewajiban sebagai berikut : 



 

 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat 

waktu; 

b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara; 

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada 

masyarakat; 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan 

kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU 

Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi; 

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat 

Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; 

k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan 

l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/ 

atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



 

 

C. Dukungan Sumber Daya Manusia 

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana diuraikan diatas, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris KPU. Dalam lingkungan Sekretariat KPU Kota Pekanbaru, 

terdapat empat subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian (Kasubbag) dan membawahi beberapa orang staf fungsional 

umum.  

Berikut daftar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kota 

Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1. dibawah ini. 

 

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

 
No 

 
Nama Pegawai 

 
Jabatan 

Status 
Organik DPK 

1 Erwan Taufiq Sekretaris  1 

2 Kurnia Arianto Kasubbag 
Program dan 

Data 

 1 

3 Dody Setiawan Kasubbag 
Keuangan, 
Umum dan 

Logistik 

1  

4 Rianti Agustriani Kasubbag 
Teknis Pemilu 
dan Hupmas 

1  

5 Atika Verina Kasubbag 
Hukum 

1  

6 Primadecy Yosalen Fungsional 
Umum 

1  

7 Nia Raniaty Fungsional 
Umum 

1  

8 Risda Nursah Fungsional 
Umum 

1  

9 Abdullah Dorilano Sahrio Fungsional 
Umum 

1  

10 Fitri Andriani Fungsional 
Umum 

1  

11 Budy Mustika Fungsional 
Umum 

1  

12 Siti Dahlia Fungsional 
Umum 

1  



 

 

13 Femia Fungsional 
Umum 

1  

14 Murlida Fungsional 
Umum 

1  

15 Yenni Rahmawati Fungsional 
Umum 

1  

16 Reza Fakhrurozi Fungsional 
Umum 

1  

17 Tahrozi Helzi Fungsional 
Umum 

1  

18 Soni Manita Fungsional 
Umum 

1  

 

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Strata 3 - 

2 Strata 2 5 orang 

3 Strata 1/ Diploma IV 5 orang 

4 Diploma III 3 orang 

5 Diploma II - 

6 Diploma I - 

7 SLTA/ Sederajat 5 orang 

8 SLTP/ Sederajat - 

9 SD/ Sederajat - 

 TOTAL 18 orang 

 

Mencermati gambar dan tabel diatas, dapat diketahui jumlah dan besaran 

SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan 

prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Pekanbaru sebagai lembaga 

mandiri sampai saat ini belum memiliki kantor sendiri dan masih menempati 

gedung perkantoran yang berada di Jalan Arifin Ahmad No 39 Pekanbaru. 

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor sendiri 

adalah dengan mengajukan permohonan hibah tanah dari Pemerintah Kota 

Pekanbaru, namun sampai dengan saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan. 



 

 

 

BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA, REGULASI, KERANGKA 

KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024 

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada 

arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 

ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti 

diuraikan pada Bab II Renstra KPU. 

 
III. 1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional 

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan 

demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk 

menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. 

Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-

hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat,  hak  berkumpul-

berserikat,  dan  hak  memerintah  diri sendiri  (hak  memilih-hak  dipilih)  merupakan  wujud  

partisipasi  politik  warga negara dalam proses-proses politik. 
 

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam 

bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, 

dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan 

penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. 
 

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut 

rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi 

seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik 

yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi 

merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini 

mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata 

kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan 

berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan 

persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di 

pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan 

berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan 

penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya 

partisipasi dan kepercayaan masyarakat. 
 

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, 

“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah 



 

 

menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu: 

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: 
(i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik; Pemantapan demokrasi internal 

parpol; 
(ii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan 
(iii) Penguatan penyelenggara Pemilu. 

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui: 
(i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; 
(ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan 
(iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik. 

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui: 
(i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta 

penyediaan konten dan akses; 
(ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan 
(iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan 

Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis. 
 
Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu 

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, 

sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5. 

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan 

Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI 

merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan 

demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan 

perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak 

Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat 

capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan 

prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political 

Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI 

menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, 

Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. 

 



 

 

 
Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi 

Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU) 

III.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum 
 

 Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasakan 

strategi pada table 12, yang dapat dikelompkkan dalam 2 (dua ) program sesuai dengan 

jumlah pengampunya pada susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan 

Umum kedepan, yakni : 

1. Program dukungan manajemen dengan arah kebijakan : 

a. Menyelenggarakan tatakelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar ( meril system) 

b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan 

peraturan yang diterapkan. 

 

III.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum 

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk 

menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang 

untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan 

dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 

2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu 

Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu 

Serentak (non tahapan Pemilu). 

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk 

mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, 

serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah: 
 

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian 

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak; 



 

 

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 

Umum Serentak; dan 
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan 

susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian 

atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, 

gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. 

 
 
 
III. 4 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum 

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur 

KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan 

perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. 
 
Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden 

nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada 

bagan dibawah ini. 

 

 
Gambar 8 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018 

 
Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau 

kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun 

Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan 

Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). 



 

 

Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). 

Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di 

Dalam Negeri dan di Luar Negeri. 

 
 

 
 
 

 

Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU 2020 - 2024 

IV.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum . 

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi 

dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan 

dalam Tabel di bawah ini. 

Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Target Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas 

 Terwujudnya 
kebijakan bidang 
politik yang 
kuat 

Persentase 
keputusan KPU 
Kota Pekanbaru 
yang berpedoman 
pada peraturan 
perundang - 
undangan dan 
riset kepemiluan 

80% 85% 85% 85% 90 % 

Terwujudnya 
Sumber Daya 
Manusia 
danLembaga KPU 
yang berkualitas 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

B B 
 
 
 
 
 
 

B B B 

 
 
 

Terwujudnya 
Sistem Informasi 
mengenai Partai 
Politik yang andal 
dan berkualitas 

Persentase 
informasi mengenai 
partai politik yang 
mutakhir dan 
dipublikasikan 
pada publik 

20% 25% 30% 35% 40% 

 

 

 

 

Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Target Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. 

 

Terwujudnya 
Kesadaran 
Pemilih, 

Persentase Partisipasi 
Pemilih Perempuan 
dalam 
Pemilu/Pemilihan 

- 

 
 

 
- 
 
 

- 

 

- 

 

95% 

 



 

 

Kepemiluan dan 
Demokrasi yang 
tinggi untuk 
seluruh 
lapisan 
masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Persentase 
Partisipasi Pemilih 
Perempuan dalam 
Pemilu/Pemilihan 
 

Persentase Partisipasi 
Pemilih Disabilitas 
dalam 
Pemilu/Pemilihan 

 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

95% 

 

 

 

 

95% 

Persentase Partisipasi 
Pemilih Disabilitas 
dalam 
Pemilu/Pemilihan 
 
 
 

- - - - 95% 

 

Terwujudnya 
koordinasi 
penyelenggaraan 
kepemiluan yang 
sesuai dengan 
Standar 
Pelayanan 
Publik, disertai 
pengelolaan data 
dan informasi 
serta 
dokumentasi 
pelaksanaan 
Pemilu berbasis 
teknologi 
informasi 
yang terintegrasi 

Persentase Pemilih 
yang Berhak 
Memilih Tetapi 
Tidak Masuk dalam 

Daftar Pemilih 
Tetap 
 
 

- - - - 0,20 

 

 Persentase 
penyelenggaraan 
Pemilu/Pemilihan 
sesuai dengan 
jadwal dan 
ketentuan yang 
berlaku 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil 
 

 Terwujudnya 
Pemilu Serentak 
yang aman dan 
damai disertai 
penyelesaian sengketa 
hukum yang baik 

Persentase Sengketa 
Hukum yang 
dimenangkan oleh 
KPU Kota Pekanbaru 

- - - - 100 % 



 

 

  Persentase 
pelaksanaan 
Pemilu/Pemilihan 
yang Aman dan 

Damai 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 

 

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai 

sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat 

program kerja yang dimana program ini telah di susun sedemikian rupa untuk 

dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuan 

tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang 

melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur 

Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang 

dan telah disepekati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. 

Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi 

dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat 

menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan 

pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan. 

Adapun tujuan umum program kerja yaitu: 

1. Membantu Pencapaian Visi Dan Misi 

Jika program kerja dilaksanakan secara baik maka organisasi akan menjadi 

efektif dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat membantu dalam mencapai 

tujuan organisasi tersebut. 

Memang kepengurusan dalam organisasi memiliki jangka waktu tertentu, sering 

bergonta-ganti kepengurusan dan tujuannya tidak dapat tercapai dalam waktu yang 

dekat tapi dengan program kerja yang dilaksanakan dengan baik maka akan 

mendekatkan organisasi tersebut kepada tujuan utamanya. 

2. Membantu menjawab Kebutuhan Organisasi 

Program kerja yang terencana dan tepat akan memberikan solusi bagi semua 

persoalan yang akan dihadapi oleh organisasi, baik itu persoalan yang datangnya 

dari dalam maupun dari luar organisasi. Sehingga organisasi dapat membuat 

strategi yang tepat untuk memecahkan persoalan sehingga targetnya dapat 

tercapai. 



 

 

3. Membantu Organisasi Bekerja Secara Sistematis dan Terstruktur 

Dengan program kerja yang baik maka dapat membantu setiap anggota pada 

organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur, sehingga kinerja organisasi 

dapat meningkat. 

Secara umum Komisi Pemilihan Umum membagi Program Kerja kedalam 2 (dua) 

kelompok, yakni : 

1. 076.01. Program Dukungan Manajemen; dan 

2. 076.06. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi 

Demokrasi. 

Pada renstra ini, KPU Kota Pekanbaru menguraikan program kerja tersebut 

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor ..... Tentang Pedoman Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi  serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024, 

sebagaimana terlampir dalam Renstra ini. 

 

IV.2 Kegiatan Tahun 2020 – 2024 

Bedasarkan evaluasi pelaksanaan renstra kegiatan 5 tahun sebelumnya yaitu 

dalam 2015 s/d 2019 masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam 

pencapaian visi misi seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu untuk 

mendukung pencapaian tujuan selama 5 tahun kedepan diperlukan aturan 

anggaran yang memadai seperti tertuang  pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan  

Tahun 2020 s/d 2024 

PROG 
/KEG 

NAMA PROGRAM / 
KEGIATAN 

  

2020 2021 2022 2023 2024 

01 

Program 
Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya KPU 

  

3355 

Pelaksanaan 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Administrasi 
keuangan di 
lingkungan Setjen 
KPU 

 Rp         
2.573.417.000  

 Rp         
3.222.189.300  

 Rp         
3.218.595.600  

 Rp           
2.914.650.200  

 Rp           
3.261.089.700  

3356 

Pengelolaan Data, 
Dokumentasi, 
Pengadaan, 
Pendistribusian, 
dan Inventarisasi 
Sarana dan 
Prasarana Pemilu 

 Rp                
4.700.000  

 Rp              
30.230.200  

 Rp              
18.242.400  

 Rp           
2.918.912.700  

 Rp           
1.764.595.800  

3357 

Pelaksanaan 
Manajemen 
Perencanaan dan 
Data 

 Rp              
10.827.000  

 Rp              
63.499.700  

 Rp            
131.937.300  

 Rp           
8.145.109.500  

 Rp         
24.399.841.400  

3358 

Pembinaan sumber 
daya manusia , 
pelayanan dan 
administrasi 
kepegawaian 

 Rp                                
-  

 Rp                
1.804.000  

 Rp                                
-  

 Rp                                  
-  

 Rp                                  
-  

3360 

Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan 
Perkantoran (KPU) 

 Rp            
673.180.000  

 Rp            
473.200.200  

 Rp            
451.574.200  

 Rp              
552.621.300  

 Rp           
1.203.070.000  

3361 

Pemeriksaan di 
Lingkungan Setjen 
KPU, Sekretariat 
KPU Provinsi, dan 
Sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota 

 Rp                
4.508.000  

 Rp                
7.598.800  

 Rp                
2.508.000  

 Rp                  
5.596.800  

 Rp                
23.698.400  

3362 
Penyelenggaraan 
Dukungan Sarana 
dan Prasarana 

 Rp                                
-  

 Rp                                
-  

 Rp              
11.000.000  

 Rp              
403.899.100  

 Rp                                  
-  

06 

Program 
Penguatan 
Kelembagaan 
Demokrasi dan 
Perbaikan Proses 
Politik 

          



 

 

3363 

Penyiapan 
Penyusunan 
Rancangan 
Peraturan KPU, 
Advokasi, 
Penyelesaian 
sengketa dan 
penyuluhan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berkaitan dengan 
Penyelenggaraan 
Pemilu  

 Rp                                
-  

 Rp              
18.084.000  

 Rp            
599.942.200  

 Rp              
511.291.000  

 Rp              
172.412.900  

3364 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Tahapan pemilu 
legislatif , Pemilu 
Presiden dan Wakil 
presiden, 
Pemilukada, 
Publikasi dan 
sosialisasi serta 
partisipasi 
masyarakat dan 
PAW 

 Rp              
33.160.000  

 Rp              
56.799.600  

 Rp              
56.799.600  

 Rp         
34.561.201.400  

 Rp         
26.712.804.800  

JUMLAH  Rp        
3.299.792.000  

 Rp        
3.873.405.800  

 Rp        
4.490.599.300  

 Rp       
50.013.282.000  

 Rp       
57.537.513.000  

 

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahawa kegiatan dan anggaran dari 

tahun 2020 s/d 2024 melayani tren dan kecenderungan naik sesuai dengan 

kebutuhan yang telah di jelaskan pada Bab III, yaitu untuk mencapai tujuan 

organisasi perlu dilengkapi sarana prasarana yang memadai, kebutuhan 

anggaran pelaksanaan tahapan yang cukup, sdm yang memadai dengan 

kesejahteraan  yang lebih baik dan lain-lain. 

 

IV.3 Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh 

pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran 

kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut 

ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran 

program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah 

penting yang harus dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru untuk dapat 

mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra ini berhasil dicapai.  

Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian 

kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya 



 

 

suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja 

sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu 

bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga 

harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan 

adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran 

program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. 

Untuk target kinerja KPU Kota Pekanbaru dijelaskan pada lampiran yang 

terlampir dalam Renstra ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 — 2024 adalah 

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, yang berisi tentang visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 

(lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja 

yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Renstra Komisi 

Pemilihan Umum tahun 2020 — 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan 

pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.  

Renstra Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen 

bersama seluruh unit kerja baik KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target 

yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 — 2024. Renstra ini tidak akan berarti apapun, 

apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang 

berorientasi pada kinerja.  

Oleh karena itu, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan 

penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi 

masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah 

ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.  

Demikian dokumen perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pekanbaru Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Renstra Komisi Pemilihan Umum 

untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud. 

 
Pekanbaru, Januari 2020 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA PEKANBARU 
Ketua, 

 
 
 

ANTON MERCIYANTO 


